
 

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI 
 
 

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 

Dokumen : Pohon Kinerja dan Cascading Periode 2025-

2029 

Perangkat Daerah : Kecamatan Ulakan Tapakis 

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi. 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan 

VALID, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 
Parit Malintang, 26 Juni 2026  

     
     
     
     

 
 

 

 

 

 

 

 



VISI

MISI

TUJUAN RPJMD

Pelaksanaan program 
dan kegiatan sektoral 
di wilayah kecamatan

Pelaksanaan 
pemerintahan nagari 

dan penyampaian 
informasi wilayah

Dukungan pelaksanaan 
urusan pemerintahan 
sesuai bidang tugas

Koordinasi ketahanan 
wilayah dan 

pemerintahan umum

Dukungan pelayanan 
administrasi 

kependudukan

Dukungan 
aplikasi 

pelayanan dan 
SPBE

Pembinaan 
pelayanan 

publik

Penyediaan data 
dan capaian SPM 

bidang pendidikan

Penyediaan data 
dan capaian SPM 
bidang kesehatan

Penyediaan 
data dan 

capaian SPM 
bidang sosial

Penyediaan data 
dan capaian SPM 
bidang pekerjaan 

umum

Penyediaan data dan 
capaian SPM bidang 

perumahan rakyat

Sinkronisasi 
perencanaan 
pembangunan

Pelaksanaan 
program 

pembangunan 
sektoral

Dukungan pokok-
pokok pikiran 
pembangunan

Penyampaian 
aspirasi 

pembangunan

Dukungan 
pelayanan 
perizinan

Pembinaan wawasan 
kebangsaan, ideologi 

Pancasila dan ketahanan 
nasional

Pembinaan kamtibmas, 
pencegahan radikalisme, 
penyuluhan hukum dan 

keamanan

Pembinaan bela negara, 
wawasan kebangsaan, 
dan ketahanan wilayah

Penguatan nilai adat, 
persatuan dan 

ketahanan sosial 
masyarakat

Pembinaan karakter 
dan nilai-nilai 

kebangsaan dalam 
keluarga

Penyebarluasan nilai-
nilai kebangsaan 

kepada masyarakat

Pembinaan generasi 
muda dan 

peningkatan 
nasionalisme

Penguatan moderasi 
beragama, kerukunan dan 

persatuan masyarakat

Pemeliharaan 
keamanan dan 

ketertiban 
masyarakat

Dukungan 
stabilitas 
wilayah

Penegakan 
Perda dan 
ketertiban 

umu

Penanggula
ngan 

Bencana

Deteksi dini 
konflik sosial

Mediasi dan 
pembinaan 
masyarakat

Pencegahan 
gangguan sosial

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Perda yang 
berkaitan dengan 

ketertiban lalu lintas dan 
fasilitas umum

Penegakan Perda 
terkait kebersihan dan 

lingkungan hidup

Penegakan Perda terkait 
usaha, perdagangan dan 

aktivitas ekonomi 
masyarakat

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 

Qanun dan Peraturan 
Kepala Daerah

Pembinaan 
pemerintah nagari 
dan kelembagaan 

masyarakat

Pemberdayaa
n keluarga

Pemberdaya
an pemuda

Partisipasi 
pembangunan 

masyarakat

Pelestarian 
nilai adat dan 

sosial

Penguatan 
peran 

peremopuan

Penguatan 
ekonomi 

masyarakat

Pengawasan 
penyelenggaraan 

pemerintah 
nagari

Fasilitasi 
kebijakan 

pemerintahan

Pelaksanaan tata 
kelola 

pemerintahan 
nagari

Pengawasan 
penyelenggaraan 

pemerintahan 
nagari

Dukungan 
pelayanan 

administrasi 
kependudukan

Sinkronisasi 
dokumen 

perencanaan 
dengan RPJMD, 

RKPD, dan 
Renstra PD

Reviu dokumen 
perencanaan 

dan pelaporan, 
pembinaan 
SAKIP dan 
manajemen 

risiko

Sinkronisasi 
perencanaan 

dengan 
penganggaran 

serta pelaporan 
keuangan

Penyediaan data 
kepegawaian 

dan 
pengembangan 
kompetensi ASN 

pendukung 
kinerja

Pembinaan 
pengelolaan 

keuangan daerah, 
penyediaan aplikasi 

SIPD Keuangan, 
verifikasi dan 

konsolidasi laporan 
keuangan

Reviu laporan 
keuangan, 

pengawasan 
pengelolaan 
keuangan, 
pembinaan 

SPIP

Pemeriksaan 
pengelolaan 

dan 
pertanggungjaw
aban keuangan 

daerah

Sinkronisasi 
realisasi 
anggaran 

dengan capaian 
kinerja dan 

perencanaan

Monitoring 
pelaksanaan 
program dan 

realisasi 
kinerja

Fasilitasi 
transaksi 
keuangan 

daerah 
melalui 

Rekening 
Kas Umum 

Daerah

Pembinaan 
administrasi 

kepegawaian, 
pengelolaan data 

ASN, kenaikan 
pangkat, mutasi, 
pengembangan 
kompetensi dan 

disiplin ASN

Pengelolaan 
gaji, TPP, dan 

hak-hak 
keuangan 

ASN

Pembinaan 
kepatuhan 

administrasi 
kepegawaian 
dan disiplin 

ASN

Pembinaan 
pengelolaan 
arsip dinamis 

dan statis

Dukungan 
aplikasi 

perkantoran, 
SPBE, dan 

pengelolaan 
informasi

Pembinaan tata 
kelola 

administrasi 
pemerintahan 
dan reformasi 

birokrasi

Pembinaan 
pengelolaan 

BMD, verifikasi 
kebutuhan 

barang, 
penatausahaan 

aset dan 
pelaporan aset

Pendampingan 
dan fasilitasi 

proses 
pengadaan 

sesuai 
ketentuan

Pengawasan 
dan 

pembinaan 
kepatuhan 
pengadaan 
barang/jasa 

dan 
pengelolaan 

aset

Penyediaan 
barang 
sesuai 

spesifikasi 
dan kontrak

Croscutting :Seluruh 
OPD

Croscutting : 
Pemerintah Nagari

Croscutting : Instansi 
Vertikal lainnya (KUA, PPL 

Pertanian)

Croscutting : Polsek, 
Koramil

Croscutting : 
Disdukcapil

Croscutting : 
Diskominfo

Croscutting : 
Bagian 

organisasi 
Setda

Croscutting : Disdik 
dan Kebudayaan & 

Sekolah

Croscutting : Dinkes 
dan Puskesmas

Croscutting : 
Dinsos P3A

Croscutting : Dinas 
PU PR

Croscutting : DLHKPP
Croscutting : 

Bapelitbangda
Croscutting : OPD 

Teknis
Croscutting : DPRD

Croscutting : 
Masyarakat

Croscutting : 
DPMPTP

Croscutting : Kesbangpol
Croscutting : Polsek Kec. 

2x11 Enam Lingkung
Croscutting : Koramil Croscutting : KAN

Croscutting : Bundo 
Kanduang

Croscutting : Lembaga 
Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM)

Croscutting : Karang 
Taruna

Croscutting : Tokoh Agama 
dan Tokoh Masyarakat

Croscutting : Polsek 
2x11 Enam 
Lingkung

Croscutting : 
Koramil

Croscutting : 
Satpol PP

Croscutting : 
BPBD

Croscutting : 
pemerintah 

nagari

Croscutting : 
Tokoh adat 
dan tokoh 

agama

Croscutting : Forum 
Kewasoadaan Dini 
Masyarakat (FKDM)

Jumlah laporan koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah

Croscutting : Dinas 
perhubungan

Croscutting : DLHKPP
Croscutting : Disdagnakerkop 

UKM

Jumlah Koordinasi Penerapan 
dan Penegakan Qanun dan 
Peraturan Kepala Daerah

Croscutting : DPMD
Croscutting : 

PKK 
kecamatan

Croscutting : 
Karang 
Taruna

Croscutting : LPM
Croscutting : 

KAN

Croscutting : 
Bundo 

Kanduang

Croscutting : 
BumNag

Croscutting : 
Inspektorat

Croscutting : 
Bagian TPKS 

Setda

Croscutting : 
Pemerintah Nagari

Croscutting : 
BAMUS

Croscutting : 
Disdukcapil

Croscutting : 
Bapelitbangda

Croscutting : 
Inspektorat

Croscutting : 
BPKD

Croscutting : 
BKPSDM

Croscutting : BPKD
Croscutting : 
Inspektorat

Croscutting : 
BPK

Croscutting : 
Bapelitbangda

Croscutting : 
Bagian 

Pembangunan 
Setda

Croscutting : 
Bank nagari

Croscutting : BKPSDM
Croscutting : 

BPKD
Croscutting : 
Inspektorat

Croscutting : 
Disarpus

Croscutting : 
Diskominfo

Croscutting : 
Bagian 

Organisasi 
Setda

Croscutting : 
BPKD

Croscutting : 
Bagian 

Pengadaan 
Barang dan Jasa 

(PBJ) Setda

Croscutting : 
Inspektorat

Croscutting : 
Penyedia 

Barang dan 
Jasa

Terlaksanany a Peningkatan 
Ef ektif itas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan

Terlaksanany a Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

Tersusunny a Dokumen 
Perencanaan Kegiatan 

Pelay anan kepada Masy arakat 
di Kecamatan

Terlaksanany a Fasilitasi 
Percepatan Pencapaian Standar 
Pelay anan Minimal di Wilay ah 

Kecamatan

Terlaksanany a Peningkatan 
Ef ektif itas Pelaksanaan Pelay anan 

kepada Masy arakat di wilay ah 
Kecamatan

Terlaksanany a 
Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal y ang Terkait 
dalam Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Pelay anan 

Umum

Terlaksanany a Pemeliharaan 
Prasarana dan Fasilitas 

Pelay anan Umum dengan 
Melibatkan Pihak Swasta

Terlaksanany a Urusan 
Pemerintahan y ang Terkait 

dengan Pelay anan Perizinan Non 
Usaha

Terlaksanany a Urusan 
Pemerintahan y ang Terkait 

dengan Pelay anan Perizinan Non 
Perizinan

Terlaksanany a Urusan 
Pemerintahan y ang Terkait 

dengan Kewenangan Lain y ang 
Dilimpahkan

Terlaksanany a rapat koordinasi kegiatan 
pembinaan wawasan kebangsaan dan 

ketahanan nasional

Terlaksanany a Fasilitasi, 
Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, 
Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional

Terlaksanany a 
Pembinaan Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa

Terlaksanany a Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 

Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainny a Guna 

Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 

Nasional

Terlaksanany a 
Penanganan Konf lik Sosial 

sesuai Ketentuan 
Peraturan Perundang-

Undangan

Berkembangny a Lembaga 
Masy arakat dalam 

Kehidupan Demokrasi 
berdasarkan Pancasila

Terlaksanany a Semua 
Urusan Pemerintahan 

y ang Bukan Merupakan 
Kewenangan Daerah 

dan Tidak Dilaksanakan 
oleh Instansi Vertikal

Terlaksanany a Tugas 
Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

Terlaksanany a Sinergitas 
dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 
Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilay ah 
Kecamatan

Terlaksanany a Harmonisasi 
Hubungan dengan Tokoh 

Agama dan Tokoh Masy arakat

Terlaksanany a Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah y ang Tugas dan Fungsiny a di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Terlaksanany a Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 
Wilay ah Kecamatan

Terlaksanany a 
Harmonisasi 

Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan 
Tokoh Masy arakat

Terlaksanany a Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah y ang Tugas dan Fungsiny a di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Terlaksanany a Fasilitasi 
Peny usunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala 
Desa

Terlaksanany a Fasilitasi 
Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

Terlaksanany a Fasilitasi 
Pengelolaan Keuangan 

Desa dan 
Penday agunaan Aset 

Desa

Terlaksanany a 
Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi 
Badan 

Permusy awaratan 
Desa

Terlaksanany a Fasilitasi 
Penerapan dan 

Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan

Terlaksanany a 
Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

Terlaksanany a Fasilitasi 
Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa

Tersediany a 
Rekomendasi 

Pengangkatan dan 
Pemberhentian 

Perangkat Desa

Terlaksanany a Fasilitasi 
Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
dengan Pembangunan 

Desa

Terlaksanany a Fasilitasi 
Kerja Sama Antar Desa 
dan Kerja Sama Desa 
dengan Pihak Ketiga

Terlaksanany a Fasilitasi 
Penataan, Pemanf aatan, 

dan Penday agunaan 
Ruang Desa serta 

Penetapan dan 
Penegasan Batas Desa

Ditetapkanny a Lokasi 
Pembangunan Kawasan 

Perdesaan

Terlaksanany a 
Fasilitasi 

Peny elenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum

Terlaksanany a 
Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas, Fungsi, dan 
Kewajiban Lembaga 
Kemasy arakatan

Terlaksanany a Fasilitasi 
Peny usunan 
Perencanaan 

Pembangunan 
Partisipatif

Terlaksanany a Fasilitasi 
Peny usunan Program 

dan Pelaksanaan 
Pemberday aan 

Masy arakat Desa

Terlaksanany a 
Koordinasi 

Pendampingan Desa di 
Wilay ahny a

Terlaksanany a Koordinasi 
Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan di 
Wilay ah Kecamatan

Terlaksanany a Peningkatan 
Partisipasi Masy arakat dalam 

Forum Musy awarah 
Perencanaan Pembangunan di 

Desa 

Terlaksanany a Sinkronisasi 
Program Kerja dan Kegiatan 
Pemberday aan Masy arakat 

y ang dilakukan oleh Pemerintah 
dan Swasta di Wilay ah Kerja 

Kecamatan 

Terlaksanany a Peningkatan 
Ef ektif itas Kegiatan 

Pemberday aan Masy arakat di 
Wilay ah Kecamatan

Terlaksanany a 
Peningkatan Kapasitas 

Lembaga 
Kemasy arakatan

Terselenggarany a 
Lembaga 

Kemasy arakatan

Tersediany a Sarana 
dan Prasarana 

Lembaga 
Kemasy arakatan

Terlaksanany a 
Fasilitasi 

Pengembangan 
Usaha Ekonomi 

Masy arakat

Terlaksanany a 
Fasilitasi 

Pemanf aatan 
Teknologi Tepat Guna 

di masy arakat

Tersusunny a 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah

Tersediany a 
Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 

Peny usunan 
Dokumen RKA- 

SKPD

Tersediany a Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi 

Peny usunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Tersediany a 
Dokumen DPA-

SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Peny usunan 

Dokumen DPA- 
SKPD

Tersediany a 
Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Peny usunan 

Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD

Tersediany a Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 
Peny usunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksanany a Ev aluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Tersediany a 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN

Tersediany a 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Terlaksanany a 
Penatausahaa

n dan 
Pengujian/Veri

f ikasi 
Keuangan 

SKPD

Terlaksanany
a Koordinasi 

dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi 
SKPD

Tersediany a Laporan 
Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Peny usunan 

Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD

Tersediany a Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tersediany a Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 
Peny usunan Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Seme

steran SKPD

Tersediany a Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 
Anggaran

Tersediany a 
Unit 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Disiplin 
Pegawai

Tersediany a 
Pakaian 

Dinas beserta 
Atribut 

Kelengkapan

Terlaksanany a 
Pendataan dan 

Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian

Terlaksanany a 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 

Sistem 
Inf ormasi 

Kepegawaian

Terlaksanany a 
Monitoring, 

Ev aluasi, dan 
Penilaian Kinerja 

Pegawai

Terlaksanany
a 

Pemulangan 
Pegawai 

y ang Pensiun

Terlaksanany a 
Pemulangan 

Pegawai y ang 
Meninggal dalam 
Melaksanakan 

Tugas

Terlaksanan
y a 

Pemindaha
n Tugas 

ASN

Terlaksanany a Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Terlaksanany a 
Sosialisasi Peraturan 

Perundang- Undangan

Terlaksanany a 
Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan

Tersediany a 
Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penera
ngan 

Bangunan 
Kantor

Tersediany a 
Peralatan 

dan 
Perlengkapa

n Kantor

Tersediany
a Peralatan 

Rumah 
Tangga

Tersedian
y a Bahan 
Logistik 
Kantor

Tersediany a 
Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan

Tersediany a 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 

Perundang-
undangan

Tersediany a 
Bahan/Materi

al

Terlaksanany
a Fasilitasi 
Kunjungan 

Tamu

Terlaksanany a 
Peny elenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Terlaksanany a 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Terlaksanany a Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD

Tersediany a 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan

Tersediany a 
Kendaraan 

Dinas 
Operasional 

atau 
Lapangan

Tersediany a 
Alat Besar

Tersediany a 
Alat 

Angkutan 
Darat Tak 
Bermotor

Tersediany a 
Mebel

Tersediany
a Peralatan 
dan Mesin 
Lainny a

Tersediany a 
Aset Tetap 

Lainny a

Tersediany a Aset Tak 
Berwujud

Tersediany a Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainny a

Tersediany a Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainny a

Tersediany a Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainny a

Tersediany a Jasa 
Pemeliharaan, 

Biay a 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Tersediany a Jasa 
Pemeliharaan, 

Biay a 
Pemeliharaan, 

Pajak dan 
Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan

Tersediany a 
Jasa 

Pemeliharaan, 
Biay a 

Pemeliharaan 
dan Perizinan 

Alat Besar

Tersediany a Jasa 
Pemeliharaan, 

Biay a 
Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat 
Angkutan Darat 
Tak Bermotor

Terlaksanany a 
Pemeliharaan 

Mebel

Terlaksanany a 
Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
Lainny a

Terlaksanany a 
Pemeliharaan 
Aset Tetap 

Lainny a

Terlaksanan
y a 

Pemeliharaa
n Aset Tak 
Berwujud

Terlaksanany
a 

Pemeliharaan
/Rehabilitasi 

Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainny a

Terlaksanany a 
Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainny a

Terlaksanany a 
Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainny a

Terlaksanany a 
Pemeliharaan/Re
habilitasi Tanah

Terlaksanany a 
Peny ediaan 
Jasa Surat 
Meny urat

Tersediany a 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber 

Day a Air 
dan Listrik

Tersediany a 
Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor

Tersediany a 
Jasa 

Pelay anan 
Umum 
Kantor

Tersediany a 
Rencana 

Kebutuhan 
Barang Milik 

Daerah 
SKPD

Terlaksanany a 
Pengamanan 
Barang Milik 

Daerah SKPD

Tersediany a 
Laporan Hasil 

Penilaian Barang 
Milik Daerah dan 
Hasil Koordinasi 
Penilaian Barang 

Milik Daerah SKPD

Terlaksanany a 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan 

Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Terlaksanany a 
Rekonsiliasi dan 

Peny usunan 
Laporan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD

Terlaksanany a 
Penatausahaa
n Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Terlaksanan
y a 

Pemanf aata
n Barang 

Milik Daerah 
SKPD

IK  : Jumlah Dokumen 
Peningkatan Ef ektif itas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

IK : Jumlah Laporan Koordinasi/ 
Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait

IK  : Jumlah Dokumen 
Perencanaan Kegiatan 

Pelay anan kepada Masy arakat 
di Kecamatan

IK  : Jumlah Laporan Fasilitasi 
Percepatan Pencapaian Standar 
Pelay anan Minimal di Wilay ah 

Kecamatan

IK  : Jumlah Laporan Peningkatan 
Ef ektif itas Pelaksanaan Pelay anan 

kepada Masy arakat di Wilay ah 
Kecamatan

IK : Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal y ang Terkait 
dalam Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Pelay anan 

Umum

IK : Jumlah Prasarana dan 
Fasilitas Pelay anan Umum 

y ang Dipelihara dengan 
Melibatkan Pihak Swasta

IK :Jumlah Dokumen Non 
Perizinan Usaha y ang 

Dilaksanakan

IK : Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Non Perizinan pada 

Urusan Pemerintahan

IK : Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Kewenangan Lain Yang 

dilimpahkan

IK : Jumlah Orang y ang Mengikuti 
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka 
Memantapkan Pengamalan Pancasila, 
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan 
Keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia

IK : Jumlah Orang y ang 
Mengikuti Fasilitasi, 

Koordinasi dan Pembinaan 
(Bimtek, Sosialisasi, 
Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional

IK : Jumlah Orang y ang 
Mengikuti Pembinaan 

Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa

IK : Jumlah Orang y ang 
Mengikuti Pembinaan Kerukunan 

Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainny a Guna 
Mewujudkan Stabilitas 

Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional

Ik : Jumlah Laporan 
Konf lik y ang Ditangani 

Sesuai Ketentuan 
Peraturan Perundang-

Undangan

IK : Jumlah Lembaga 
Masy arakat y ang 

Dikembangkan dalam 
Kehidupan Demokrasi 
berdasarkan Pancasila

IK : Jumlah Dokumen 
semua Urusan 

Pemerintahan y ang 
bukan merupakan 

Kewenangan Daerah 
dan tidak dilaksanakan 
oleh Instansi Vertikal

IK : Jumlah Dokumen 
Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan

IK : Jumlah laporan hasil 
sinergitas dengan POLRI, TNI 
dan Instansi v ertikal di wilay ah 

kecamatan

IK :  Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Harmonisasi 
Hubungan dengan Tokoh 

Agama dan Tokoh Masy arakat

IK : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah y ang Tugas dan Fungsiny a di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 
Instansi Vertikal di Wilay ah 

Kecamatan

IK : Jumlah 
Laporan 

Pelaksanaan 
Harmonisasi 

Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan 
Tokoh Masy arakat

IK : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah y ang Tugas dan 
Fungsiny a di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian 

Negara Republik Indonesia

IK : Jumlah Dokumen y ang 
Dif asilitasi dalam rangka 
Peny usunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala 
Desa

IK : Jumlah Dokumen 
y ang Dif asilitasi dalam 

rangka Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa

IK : Jumlah Dokumen 
y ang Dif asilitasi dalam 

rangka Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
Penday agunaan Aset 

Desa

IK : Jumlah Dokumen 
y ang Dif asilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi 

Badan 
Permusy awaratan 

Desa

Jumlah Laporan 
Fasilitasi dalam rangka 

Penerapan dan 
Penegakan IK : 

Peraturan Perundang- 
Undangan

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Pemilihan 

IK : Jumlah Dokumen 
Rekomendasi 

Pengangkatan dan 
Pemberhentian 

Perangkat Desa

IK : Jumlah Dokumen 
Rekomendasi 

Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat 

Desa

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 
Kerja Sama Antar Desa 
dan Kerja Sama Desa 
dengan Pihak Ketiga

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Penataan, Pemanf aatan, 
dan Penday agunaan 
Ruang Desa serta 

Penetapan dan 
Penegasan Batas Desa

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi Lokasi 

Pembangunan Kawasan 
Perdesaan

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Peny elenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Pelaksanaan Tugas, 
Fungsi, dan Kewajiban 

Lembaga 
Kemasy arakatan

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Perencanaan 
Pembangunan 

Partisipatif

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Program dan 
Pelaksanaan 

Pemberday aan 
Masy arakat Desa

IK : Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 

Pendampingan Desa di 
Wilay ahny a

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan 
Perdesaan di Wilay ah 

Kecamatan

IK  : Jumlah Lembaga 
Kemasy arakatan y ang 

Berpartisipasi dalam Forum 
Musy awarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

IK  : Jumlah Dokumen 
Sinkronisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberday aan 
Masy arakat y ang dilakukan oleh 

Pemerintah dan Swasta di 
Wilay ah Kerja Kecamatan  

IK : Jumlah Laporan 
Peningkatan Ef ektiv itas 
Kegiatan Pemberday aan 
Masy arakat di Wilay ah 

Kecamatan

IK : Jumlah Lembaga 
Kemasy arakatan y ang 

Ditingkatkan 
Kapasitasny a

IK : Jumlah 
Lembaga 

Kemasy arakatan 
y ang 

Diselenggarakan

IK : Jumlah Sarana dan 
Prasarana Lembaga 

Kemasy arakatan y ang 
Disediakan

IK : Jumlah Laporan 
Fasilitasi 

Pengembangan 
Usaha Ekonomi 

Masy arakat

IK : Jumlah Laporan 
Fasilitasi 

Pemanf aatan 
Teknologi Tepat Guna 

di masty arakat

Jumlah 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Peny usunan 

Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi 

Peny usunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Peny usunan 

Dokumen DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 

Peny usunan 
Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Peny usunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

Jumlah Laporan Ev aluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah 
Orang y ang 
Menerima 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN

Jumlah 
Dokumen Hasil 

Peny ediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Jumlah 
Dokumen 

Penatausahaa
n dan 

Pengujian/Veri
f ikasi 

Keuangan 
SKPD

Jumlah 
Dokumen 
Koordinasi 

dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi 
SKPD

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Peny usunan 

Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan 

Koordinasi Peny usunan 
Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 
Anggaran

Jumlah Unit 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Disiplin 
Pegawai

Jumlah Paket 
Pakaian 

Dinas beserta 
Atribut 

Kelengkapan

Jumlah 
Dokumen 

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan 

Sistem 
Inf ormasi 

Kepegawaian

Jumlah 
Dokumen 
Monitoring, 

Ev aluasi, dan 
Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah 
Pegawai 

Pensiun y ang 
Dipulangkan

Jumlah Laporan 
Hasil Pemulangan 

Pegawai y ang 
Meninggal dalam 
Melaksanakan 

Tugas

Jumlah 
ASN y ang 
dipindahtug

askan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi y ang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Orang y ang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Orang y ang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penera
ngan 

Bangunan 
Kantor y ang 
Disediakan

Jumlah 
Paket 

Peralatan 
dan 

Perlengkapa
n Kantor 

y ang 
Disediakan

Jumlah 
Paket 

Peralatan 
Rumah 
Tangga 
y ang 

Disediakan

Jumlah 
Paket 
Bahan 

Logistik 
Kantor 
y ang 

Disediaka
n

Jumlah Paket 
Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

y ang 
Disediakan

Jumlah 
Dokumen 

Bahan Bacaan 
dan Peraturan 

Perundang-
Undangan 

y ang 
Disediakan

Jumlah 
Paket 

Bahan/Materi
al y ang 

Disediakan

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu

Jumlah Laporan 
Peny elenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada 
SKPD

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 
y ang 

Disediakan

Jumlah Unit 
Kendaraan 

Dinas 
Operasional 

atau 
Lapangan 

y ang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Alat Besar 

y ang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Alat 

Angkutan 
Darat Tak 
Bermotor 

y ang 
Disediakan

Jumlah 
Paket Mebel 

y ang 
Disediakan

Jumlah 
Unit 

Peralatan 
dan Mesin 
Lainny a 

y ang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Aset Tetap 

Lainny a 
y ang 

Disediakan

Jumlah Unit Aset Tak 
Berwujud y ang Disediakan

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainny a 

y ang Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainny a y ang Disediakan

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainny a y ang 
Disediakan

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

y ang Dipelihara 
dan dibay arkan 

Pajakny a

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 

atau Lapangan 
y ang Dipelihara 
dan dibay arkan 

Pajak dan 
Perizinanny a

Jumlah Alat 
Besar y ang 

Dipelihara dan 
dibay arkan 

Perizinanny a

Jumlah Alat 
Angkutan Darat 
Tak Bermotor 

y ang Dipelihara 
dan Dibay arkan 

Perizinanny a

Jumlah Mebel 
y ang 

Dipelihara

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainny a 

y ang Dipelihara

Jumlah Aset 
Tetap Lainny a 

y ang 
Dipelihara

Jumlah Aset 
Tak 

Berwujud 
y ang 

Dipelihara

Jumlah 
Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 
Lainny a 

y ang 
Dipelihara/Dir

ehabilitasi

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainny a y ang 
Dipelihara/Dire

habilitasi

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainny a y ang 

Dipelihara/Direhabi
litasi

Luas Tanah y ang 
Dilakukan 

Pemeliharaan/Re
habilitasi

Jumlah 
Laporan 

Peny ediaan 
Jasa Surat 
Meny urat

Jumlah 
Laporan 

Peny ediaan 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber 

Day a Air 
dan Listrik 

y ang 
Disediakan

Jumlah 
Laporan 

Peny ediaan 
Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor y ang 
Disediakan

Jumlah 
Laporan 

Peny ediaan 
Jasa 

Pelay anan 
Umum 

Kantor y ang 
Disediakan

Jumlah 
Rencana 

Kebutuhan 
Barang Milik 

Daerah 
SKPD

Jumlah 
Dokumen 

Pengamanan 
Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Laporan 
Hasil Penilaian 

Barang Milik 
Daerah dan Hasil 

Koordinasi 
Penilaian Barang 

Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan 
Hasil 

Pembinaan, 
Pengawasan, 

dan 
Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 

Peny usunan 
Laporan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD

Jumlah 
Laporan 

Penatausahaa
n Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pemanf aata

n Barang 
Milik Daerah 

SKPD

POHON KINERJA KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Padang Pariaman maju dan Sejahtera

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas

SASARAN RPJMD
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat

Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan

Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti 
 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya tertib administrasi perkantoran
Terlaksananya Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan 
Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan 
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terlaksananya urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non 
perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan

Terlaksananya Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum Tugas Forum 
Pimpinan Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan 

pelaporan yang berkualitas baik

Terlaksananya Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan 
Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan 
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan 
perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja perangkat daerah

Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 

Jumlah dokumen administrasi barang milik 
daerah

Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan 
dan terdistribusi sesuai tujuan

Jumlah pelayanan yang terfasilitasi

Tersedianya Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat
Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala

Jumlah SKP ASN
Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP

Jumlah penambahan nilai aset Jumlah objek aset yang terkelola
Jumlah total nilai aset

Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan 
dan tepat waktu

Jumlah laporan keuangan yang sesuai 
dengan perundang undangan

Terlaksananya Administrasi Barang 
Milik Daerah sesuai aturan

Tersedianya Laporan dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan 

Anggaran

Terlaksananya tertib administrasi  kepegawaian dan 
kesejahteraan pegawai

Sungai Gimba Ulakan, 19 September 2025

Jumlah jasa penunjang urusan 
pemerintah yang tersedia

Jumlah jasa penunjang perkantoran 
yang disediakan

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum di Kecamatan

Persentase Partai Politik yang memiliki perwakilan di kecamatan
Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan

Jumlah laporan Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

IK : Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan IK : Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah

Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik

Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan

Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik

Jumlah Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum tugas Forum 
Pimpinan Kecamatan

Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan



VISI

MISI

TUJUAN RPJMD

SASARAN STRATEGIS CAMAT

INDIKATOR SASARAN 
STRATEGIS CAMAT

PROGRAM

SASARAN ESELON IV

INDIKATOR ESELON IV

KEGIATAN
Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan Qanun dan 

Peraturan Kepala Daerah

SASARAN JABATAN 
FUNGSIONAL/STAF

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 

Qanun dan Peraturan 
Kepala Daerah

INDIKATOR JABATAN 
FUNSIONAL/STAF

Jumlah laporan koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah

Jumlah Koordinasi Penerapan 
dan Penegakan Qanun dan 
Peraturan Kepala Daerah

Rumus : Jumlah laporan 
koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah

Rumus : Jumlah Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 

Qanun dan Peraturan Kepala 
Daerah

SUB KEGIATAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan 
dan

Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan

dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

Perencanaan Kegiatan Pelayanan
kepada Masyarakat di Kecamatan

Fasilitasi Percepatan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal di

Wilayah Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat

Daerah dan/atau Instansi 
Vertikal

yang Terkait dalam 
Pemeliharaan

Pelaksanaan Pemeliharaan 
Prasarana

dan Fasilitas Pelayanan Umum 
yang

Melibatkan Pihak Swasta

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan

yang Terkait dengan Pelayanan
Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan

yang terkait dengan Nonperizinan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan

Lain yang Dilimpahkan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam

rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Fasilitasi, Koordinasi dan 
Pembinaan

(Bimtek, Sosialisasi, 
Konsultasi)

Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

Pembinaan Persatuan dan 
Kesatuan
Bangsa

Pembinaan Kerukunan Antar 
Suku

dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan

Lokal, Regional, dan Nasional

Penanganan Konflik Sosial 
Sesuai

Ketentuan Peraturan 
Perundang-
Undangan

Pengembangan Kehidupan 
Demokrasi

berdasarkan Pancasila

Pelaksanaan Semua 
Urusan

Pemerintahan yang 
Bukan

Merupakan Kewenangan 
Daerah dan

Tidak Dilaksanakan oleh 
Instansi
Vertikal

Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi

Pimpinan di Kecamatan

Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara

Republik Indonesia, Tentara 
Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di

Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara

Republik Indonesia, Tentara 
Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Harmonisasi 
Hubungan dengan
Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di

Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fasilitasi, Koordinasi dan 
Pembinaan

(Bimtek, Sosialisasi, 
Konsultasi)

Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa

dan Pendayagunaan Aset 
Desa

Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas dan

Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa

Fasilitasi Penerapan dan 
Penegakan

Peraturan Perundang-
Undangan

Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas Kepala

Desa dan Perangkat 
Desa

Fasilitasi Pelaksanaan 
Pemilihan

Kepala Desa

Rekomendasi 
Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat 
Desa

Fasilitasi Sinkronisasi 
Perencanaan

Pembangunan Daerah 
dengan

Pembangunan Desa

Fasilitasi Kerja Sama Antar 
Desa dan

Kerja Sama Desa dengan 
Pihak Ketiga

Fasilitasi Penataan, 
Pemanfaatan,

dan Pendayagunaan 
Ruang Desa

serta Penetapan dan 
Penegasan Batas

Desa

Fasilitasi Penetapan Lokasi
Pembangunan Kawasan 

Perdesaan

Fasilitasi 
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum

Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas, Fungsi,
dan Kewajiban 

Lembaga
Kemasyarakatan

Fasilitasi Penyusunan 
Perencanaan

Pembangunan Partisipatif

Fasilitasi Penyusunan 
Program dan
Pelaksanaan 

Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Koordinasi Pendampingan 
Desa di

Wilayahnya

Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat

dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di 

Desa

Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat
yang Dilakukan oleh Pemerintah 

dan
Swasta di Wilayah Kerja 

Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah
Kecamatan

Peningkatan Kapasitas 
Lembaga

Kemasyarakatan

Penyelenggaraan 
Lembaga

Kemasyarakatan

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana
Lembaga 

Kemasyarakatan

Fasilitasi 
Pengembangan 

Usaha
Ekonomi Masyarakat

Fasilitasi Pemanfaatan 
Teknologi

Tepat Guna

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan
Perangkat 

Daerah

Koordinasi dan 
Penyusunan

Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan

Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-

SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan

Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

Tersedianya 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan
Tugas ASN

Pelaksanaan 
Penatausahaan 

dan
Pengujian/Verifi
kasi Keuangan 

SKPD

Koordinasi dan 
Pelaksanaan

Akuntansi 
SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir 
Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/
Semesteran SKPD

Penyusunan 
Pelaporan dan 

Analisis
Prognosis Realisasi 

Anggaran

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana

Disiplin 
Pegawai

Pengadaan 
Pakaian Dinas 

beserta
Atribut 

Kelengkapann
ya

Pendataan dan 
Pengolahan
Administrasi 
Kepegawaian

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 

Sistem
Informasi 

Kepegawaian

Monitoring, 
Evaluasi, dan 

Penilaian
Kinerja Pegawai

Pemulangan 
Pegawai yang 

Pensiun

Pemulangan 
Pegawai yang 

Meninggal
dalam 

Melaksanakan 
Tugas

Pemindahan 
Tugas ASN

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai

Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-
Undangan

Bimbingan Teknis 
Implementasi

Peraturan Perundang-
Undangan

Penyediaan 
Komponen 

Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan 

Kantor

Penyediaan 
Peralatan 

dan
Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan 
Peralatan 
Rumah 
Tangga

Penyediaa
n Bahan 
Logistik 
Kantor\

Penyediaan 
Barang 

Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan 
Bahan Bacaan 

dan
Peraturan 

Perundang-
undangan

Penyediaan 
Bahan/Materi

al

Fasilitasi 
Kunjungan 

Tamu

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi 

SKPD

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada

SKPD

Dukungan Pelaksanaan 
Sistem

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik

pada SKPD

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan

Pengadaan 
Kendaraan 

Dinas
Operasional 

atau 
Lapangan

Pengadaan 
Alat Besar

Pengadaan 
Alat Angkutan 

Darat Tak
Bermotor

Pengadaan 
Mebel

Pengadaan 
Peralatan 
dan Mesin
Lainnya

Pengadaan 
Aset Tetap 

Lainnya

Pengadaan Aset Tak 
Berwujud

Pengadaan Gedung Kantor 
atau

Bangunan Lainnya\

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana

Gedung Kantor atau 
Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana

Pendukung Gedung 
Kantor atau

Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya
Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas 
Operasional atau

Lapangan

Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya

Pemeliharaan 
dan Perizinan 

Alat
Besar

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya
Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat
Angkutan Darat Tak 

Bermotor

Pemeliharaan 
Mebel

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin

Lainnya

Pemeliharaan 
Aset Tetap 

Lainnya

Pemeliharaa
n Aset Tak 
Berwujud

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 

Gedung
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya

Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Sarana

dan Prasarana 
Gedung Kantor 

atau
Bangunan 
Lainnya

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana
dan Prasarana 

Pendukung Gedung
Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Re
habilitasi Tanah

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat

Penyediaan 
Jasa 

Komunikasi,
Sumber Daya 
Air dan Listrik

Penyediaan 
Jasa Peralatan 

dan
Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum
Kantor

Penyusunan 
Perencanaan 

Kebutuhan
Barang Milik 

Daerah SKPD

Pengamanan 
Barang Milik 

Daerah
SKPD

Koordinasi dan 
Penilaian Barang

Milik Daerah SKPD

Pembinaan, 
Pengawasan, 

dan
Pengendalian 
Barang Milik 

Daerah
pada SKPD

Rekonsiliasi dan 
Penyusunan

Laporan Barang 
Milik Daerah pada

SKPD

Penatausahaan 
Barang Milik 

Daerah
pada SKPD

Pemanfaatan 
Barang Milik 

Daerah
SKPD

SASARAN JABATAN 
FUNGSIONAL/STAF

Terlaksananya Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Kegiatan Pelayanan 
kepada Masyarakat di Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 
Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah 
Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di wilayah 
Kecamatan

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal yang Terkait 
dalam Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Pelayanan 
Umum

Terlaksananya Pemeliharaan 
Prasarana dan Fasilitas 

Pelayanan Umum dengan 
Melibatkan Pihak Swasta

Terlaksananya Urusan 
Pemerintahan yang Terkait dengan 

Pelayanan Perizinan Non Usaha

Terlaksananya Urusan 
Pemerintahan yang Terkait 

dengan Pelayanan Perizinan Non 
Perizinan

Terlaksananya Urusan 
Pemerintahan yang Terkait dengan 

Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan

Terlaksananya Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia

Terlaksananya Fasilitasi, 
Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, 
Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional

Terlaksananya Pembinaan 
Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa

Terlaksananya Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 

Suku, Umat Beragama, Ras, dan 
Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional

Terlaksananya Penanganan 
Konflik Sosial sesuai 
Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan

Berkembangnya Lembaga 
Masyarakat dalam 

Kehidupan Demokrasi 
berdasarkan Pancasila

Terlaksananya Semua 
Urusan Pemerintahan 

yang Bukan Merupakan 
Kewenangan Daerah dan 
Tidak Dilaksanakan oleh 

Instansi Vertikal

Terlaksananya Tugas 
Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

Terlaksananya Sinergitas 
dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 
Nasional Indonesia dan Instansi 
Vertikal di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Harmonisasi 
Hubungan dengan Tokoh Agama 

dan Tokoh Masyarakat

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terlaksananya Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 
Wilayah Kecamatan

Terlaksananya 
Harmonisasi 

Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Terlaksananya Fasilitasi 
Penyusunan Peraturan Desa 
dan Peraturan Kepala Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Pengelolaan Keuangan 

Desa dan 
Pendayagunaan Aset 

Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Penerapan dan 

Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan

Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa

Tersedianya 
Rekomendasi 

Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat 

Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
dengan Pembangunan 

Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Kerja Sama Antar Desa 
dan Kerja Sama Desa 
dengan Pihak Ketiga

Terlaksananya Fasilitasi 
Penataan, Pemanfaatan, 

dan Pendayagunaan 
Ruang Desa serta 

Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa

Ditetapkannya Lokasi 
Pembangunan Kawasan 

Perdesaan

Terlaksananya Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum

Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas, 

Fungsi, dan Kewajiban 
Lembaga 

Kemasyarakatan

Terlaksananya Fasilitasi 
Penyusunan 
Perencanaan 

Pembangunan Partisipatif

Terlaksananya Fasilitasi 
Penyusunan Program dan 

Pelaksanaan 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa

Terlaksananya Koordinasi 
Pendampingan Desa di 

Wilayahnya

Terlaksananya Koordinasi 
Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan di 
Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

Terlaksananya Sinkronisasi 
Program Kerja dan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat yang 
dilakukan oleh Pemerintah dan 

Swasta di Wilayah Kerja 
Kecamatan 

Terlaksananya Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

Terlaksananya 
Peningkatan Kapasitas 

Lembaga 
Kemasyarakatan

Terselenggaranya 
Lembaga 

Kemasyarakatan

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Lembaga 

Kemasyarakatan

Terlaksananya 
Fasilitasi 

Pengembangan 
Usaha Ekonomi 

Masyarakat

Terlaksananya 
Fasilitasi Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 

di masyarakat

Tersusunnya 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah

Tersedianya 
Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 

Penyusunan 
Dokumen RKA- 

SKPD

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD

Tersedianya 
Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 

Penyusunan 
Dokumen DPA- 

SKPD

Tersedianya 
Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD

Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN

Tersedianya 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Terlaksananya 
Penatausahaan 

dan 
Pengujian/Verifi
kasi Keuangan 

SKPD

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi 
SKPD

Tersedianya Laporan 
Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun SKPD

Tersedianya Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tersedianya Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD

Tersedianya 
Dokumen Pelaporan 

dan Analisis 
Prognosis Realisasi 

Anggaran

Tersedianya 
Unit 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Disiplin 
Pegawai

Tersedianya 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan

Terlaksananya 
Pendataan dan 

Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 

Sistem 
Informasi 

Kepegawaian

Terlaksananya 
Monitoring, 

Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 

Pegawai

Terlaksananya 
Pemulangan 

Pegawai yang 
Pensiun

Terlaksananya 
Pemulangan 

Pegawai yang 
Meninggal dalam 

Melaksanakan 
Tugas

Terlaksanan
ya 

Pemindahan 
Tugas ASN

Terlaksananya Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Terlaksananya 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang- Undangan

Terlaksananya Bimbingan 
Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Tersedianya 
Komponen 

Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 

Kantor

Tersedianya 
Peralatan 

dan 
Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya 
Peralatan 
Rumah 
Tangga

Tersedian
ya Bahan 
Logistik 
Kantor

Tersedianya 
Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan

Tersedianya 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan

Tersedianya 
Bahan/Materi

al

Terlaksananya 
Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD

Terlaksananya 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD

Tersedianya 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan

Tersedianya 
Kendaraan 

Dinas 
Operasional 

atau 
Lapangan

Tersedianya 
Alat Besar

Tersedianya 
Alat Angkutan 

Darat Tak 
Bermotor

Tersedianya 
Mebel

Tersedianya 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya

Tersedianya 
Aset Tetap 

Lainnya

Tersedianya Aset Tak 
Berwujud

Tersedianya Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Sarana 
dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan

Tersedianya 
Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan 
dan Perizinan 

Alat Besar

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan 
dan Perizinan Alat 

Angkutan Darat Tak 
Bermotor

Terlaksananya 
Pemeliharaan 

Mebel

Terlaksananya 
Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan 

Aset Tetap 
Lainnya

Terlaksanany
a 

Pemeliharaa
n Aset Tak 
Berwujud

Terlaksananya 
Pemeliharaan/

Rehabilitasi 
Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/R

ehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan 

Prasarana 
Pendukung Gedung 

Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Re
habilitasi Tanah

Terlaksananya 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat

Tersedianya 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik

Tersedianya 
Jasa Peralatan 

dan 
Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya 
Jasa 

Pelayanan 
Umum Kantor

Tersedianya 
Rencana 

Kebutuhan 
Barang Milik 

Daerah SKPD

Terlaksananya 
Pengamanan 
Barang Milik 

Daerah SKPD

Tersedianya 
Laporan Hasil 

Penilaian Barang 
Milik Daerah dan 
Hasil Koordinasi 
Penilaian Barang 

Milik Daerah SKPD

Terlaksananya 
Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan 

Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Terlaksananya 
Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 
Laporan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD

Terlaksananya 
Penatausahaan 

Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Terlaksanany
a 

Pemanfaatan 
Barang Milik 

Daerah 
SKPD

INDIKATOR JABATAN 
FUNSIONAL/STAF

IK  : Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan 

IK : Jumlah Laporan Koordinasi/ 
Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait

IK  : Jumlah Dokumen 
Perencanaan Kegiatan Pelayanan 
kepada Masyarakat di Kecamatan

IK  : Jumlah Laporan Fasilitasi 
Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah 
Kecamatan

IK  : Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan

IK : Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal yang Terkait 
dalam Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Pelayanan 
Umum

IK : Jumlah Prasarana dan 
Fasilitas Pelayanan Umum yang 

Dipelihara dengan Melibatkan 
Pihak Swasta

IK :Jumlah Dokumen Non 
Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan

IK : Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Non Perizinan pada Urusan 

Pemerintahan

IK : Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Kewenangan Lain Yang dilimpahkan

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka 
Memantapkan Pengamalan Pancasila, 
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan 
Keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia

IK : Jumlah Orang yang 
Mengikuti Fasilitasi, 

Koordinasi dan Pembinaan 
(Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional

IK : Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pembinaan 

Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar 
Suku dan Intra Suku , Umat 

Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan 
Stabilitas Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional

Ik : Jumlah Laporan Konflik 
yang Ditangani Sesuai 
Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan

IK : Jumlah Lembaga 
Masyarakat yang 

Dikembangkan dalam 
Kehidupan Demokrasi 
berdasarkan Pancasila

IK : Jumlah Dokumen 
semua Urusan 

Pemerintahan yang 
bukan merupakan 

Kewenangan Daerah dan 
tidak dilaksanakan oleh 

Instansi Vertikal

IK : Jumlah Dokumen 
Tugas Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan

IK : Jumlah laporan hasil 
sinergitas dengan POLRI, TNI 
dan Instansi vertikal di wilayah 

kecamatan

IK :  Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh Agama 
dan Tokoh Masyarakat

IK : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan 
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

IK : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 
dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional 
Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

IK : Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Harmonisasi 

Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat

IK : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia

IK : Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam rangka 

Penyusunan Peraturan Desa 
dan Peraturan Kepala Desa

IK : Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam rangka 

Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa

IK : Jumlah Dokumen 
yang Difasilitasi dalam 

rangka Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset 

Desa

IK : Jumlah Dokumen 
yang Difasilitasi dalam 
rangka Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi 

Badan 
Permusyawaratan Desa

Jumlah Laporan Fasilitasi 
dalam rangka Penerapan 

dan Penegakan IK : 
Peraturan Perundang- 

Undangan

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Pemilihan 

IK : Jumlah Dokumen 
Rekomendasi 

Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat 

Desa

IK : Jumlah Dokumen 
Rekomendasi 

Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat 

Desa

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 
Kerja Sama Antar Desa 
dan Kerja Sama Desa 
dengan Pihak Ketiga

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Penataan, Pemanfaatan, 
dan Pendayagunaan 
Ruang Desa serta 

Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi Lokasi 

Pembangunan Kawasan 
Perdesaan

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Tugas, 

Fungsi, dan Kewajiban 
Lembaga 

Kemasyarakatan

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif

IK : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Program dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi Pendampingan 

Desa di Wilayahnya

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah 
Kecamatan

IK  : Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

IK  : Jumlah Dokumen 
Sinkronisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan Swasta di 
Wilayah Kerja Kecamatan  

IK : Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

IK : Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan 
Kapasitasnya

IK : Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan 

yang 
Diselenggarakan

IK : Jumlah Sarana dan 
Prasarana Lembaga 

Kemasyarakatan yang 
Disediakan

IK : Jumlah Laporan 
Fasilitasi 

Pengembangan 
Usaha Ekonomi 

Masyarakat

IK : Jumlah Laporan 
Fasilitasi Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 

di mastyarakat

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 

Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 

Penyusunan 
Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN

Jumlah 
Dokumen Hasil 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Jumlah 
Dokumen 

Penatausahaan 
dan 

Pengujian/Verifi
kasi Keuangan 

SKPD

Jumlah 
Dokumen 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi 
SKPD

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan 

Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran

Jumlah Unit 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Disiplin 
Pegawai

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan

Jumlah 
Dokumen 

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan 

Sistem 
Informasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen 
Monitoring, 

Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah 
Pegawai 

Pensiun yang 
Dipulangkan

Jumlah Laporan 
Hasil Pemulangan 

Pegawai yang 
Meninggal dalam 
Melaksanakan 

Tugas

Jumlah ASN 
yang 

dipindahtuga
skan

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Paket 
Komponen 

Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Paket 
Peralatan 

dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan

Jumlah 
Paket 

Peralatan 
Rumah 
Tangga 

yang 
Disediakan

Jumlah 
Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor 
yang 

Disediaka
n

Jumlah Paket 
Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

yang 
Disediakan

Jumlah 
Dokumen 

Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-

Undangan yang 
Disediakan

Jumlah Paket 
Bahan/Materi

al yang 
Disediakan

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada 
SKPD

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 
yang Disediakan

Jumlah Unit 
Kendaraan 

Dinas 
Operasional 

atau 
Lapangan 

yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Alat Besar 

yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Alat Angkutan 

Darat Tak 
Bermotor 

yang 
Disediakan

Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 

yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Aset Tetap 

Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Unit Aset Tak 
Berwujud yang 

Disediakan

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan 
Pajaknya

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya

Jumlah Alat 
Besar yang 

Dipelihara dan 
dibayarkan 

Perizinannya

Jumlah Alat 
Angkutan Darat Tak 

Bermotor yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan 
Perizinannya

Jumlah Mebel 
yang Dipelihara

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Jumlah Aset 
Tetap Lainnya 

yang Dipelihara

Jumlah Aset 
Tak 

Berwujud 
yang 

Dipelihara

Jumlah 
Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Dir

ehabilitasi

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direh
abilitasi

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direhabili
tasi

Luas Tanah yang 
Dilakukan 

Pemeliharaan/Re
habilitasi

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

yang 
Disediakan

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa Peralatan 

dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum Kantor 

yang 
Disediakan

Jumlah 
Rencana 

Kebutuhan 
Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen 
Pengamanan 
Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Laporan 
Hasil Penilaian 

Barang Milik Daerah 
dan Hasil Koordinasi 

Penilaian Barang 
Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan 
Hasil Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan 

Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 
Laporan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD

Jumlah 
Laporan 

Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pemanfaatan 
Barang Milik 

Daerah 
SKPD

Rumus : Jumlah Dokumen 
Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan

Rumus : Jumlah Laporan 
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait

Rumus : Jumlah Dokumen 
Perencanaan Kegiatan Pelayanan 
kepada Masyarakat di Kecamatan

Rumus : Jumlah Laporan Fasilitasi 
Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah 
Kecamatan

Rumus : Jumlah Laporan 
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

Rumus : Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal yang Terkait 
dalam Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Pelayanan 
Umum

Rumus : Jumlah Prasarana dan 
Fasilitas Pelayanan Umum yang 

Dipelihara dengan Melibatkan 
Pihak Swasta

Rumus : Jumlah Dokumen Non 
Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan

Rumus : Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Non Perizinan pada 

Urusan Pemerintahan

Rumus : Jumlah Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Kewenangan Lain 

Yang dilimpahkan

Rumus : Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka 
Memantapkan Pengamalan Pancasila, 
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan 
Keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia

Rumus :  Jumlah Orang yang 
Mengikuti Fasilitasi, 

Koordinasi dan Pembinaan 
(Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional

Rumus : Jumlah Orang 
yang Mengikuti Pembinaan 
Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa

Rumus : Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pembinaan Kerukunan 
Antar Suku dan Intra Suku , Umat 
Beragama, Ras, dan Golongan 

Lainnya Guna Mewujudkan 
Stabilitas Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional

Rumus : Jumlah Laporan 
Konflik yang Ditangani 

Sesuai Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan

Rumus : Jumlah Lembaga 
Masyarakat yang 

Dikembangkan dalam 
Kehidupan Demokrasi 
berdasarkan Pancasila

Rumus : Jumlah 
Dokumen Semua Urusan 

Pemerintahan yang 
Bukan Merupakan 

Kewenangan Daerah dan 
Tidak Dilaksanakan oleh 
Instansi VertikalJumlah 

Dokumen Semua Urusan 
Pemerintahan yang 
Bukan Merupakan 

Kewenangan Daerah dan 
Tidak Dilaksanakan oleh 

Instansi Vertikal

Rumus : Jumlah 
Dokumen Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan

Rumus : Jumlah Laporan Hasil 
Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 
Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Rumus : Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh Agama 
dan Tokoh Masyarakat

Rumus : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan 
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rumus : Jumlah Laporan Hasil 
Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 
Nasional Indonesia dan Instansi 
Vertikal di Wilayah Kecamatan

Rumus : Jumlah 
Laporan 

Pelaksanaan 
Harmonisasi 

Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat

Rumus : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia

Rumus : Jumlah Dokumen 
yang fasilitasi dalam rangka 

penyusunan peraturan Nagari 
dan Peraturan Wali Nagari/ 

jumlah nagari * 100 %

Rumus : Jumlah Dokumen 
yang Difasilitasi dalam 

rangka Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa

Rumus : Jumlah 
Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka 
Pengelolaan Keuangan 

Desa dan 
Pendayagunaan Aset 

Desa

Rumus : Jumlah 
Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa

Rumus : Jumlah Laporan 
Fasilitasi dalam rangka 

Penerapan dan 
Penegakan Peraturan 
Perundang- Undangan

Rumus : Jumlah 
Dokumen Fasilitasi 

dalam rangka 
Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

Rumus : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa

Rumus : Jumlah 
Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat 

Desa

Rumus : Jumlah Dokumen 
Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
dengan Pembangunan 

Desa

Rumus : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 
Kerja Sama Antar Desa 
dan Kerja Sama Desa 
dengan Pihak Ketiga

Rumus : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Penataan, Pemanfaatan, 
dan Pendayagunaan 
Ruang Desa serta 

Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa

Rumus : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi Lokasi 

Pembangunan Kawasan 
Perdesaan

Rumus : Jumlah 
Dokumen Fasilitasi 

dalam rangka 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum

Rumus : Jumlah 
Dokumen Fasilitasi 

dalam rangka 
Pelaksanaan Tugas, 

Fungsi, dan Kewajiban 
Lembaga 

Kemasyarakatan

Rumus : Jumlah 
Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif

Rumus : Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Program dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa

Rumus : Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 

Pendampingan Desa di 
Wilayahnya

Rumus : Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 

Pelaksanaan Pembangunan 
Kawasan Perdesaan di 

Wilayah Kecamatan

Rumus : Jumlah usulan 
musrenbang yang 

diakomodir/jumlah seluruh usulan 
musrenbang * 100%

Rumus : Jumlah Dokumen 
Sinkronisasi Program Kerja dan 

Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat yang Dilakukan oleh 

Pemerintah dan Swasta di 
Wilayah Kerja Kecamatan

Rumus : Jumlah Laporan 
Peningkatan Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

Rumus : Jumlah 
Lembaga 

Kemasyarakatan yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya

Rumus : Jumlah 
Lembaga 

Kemasyarakatan 
yang 

Diselenggarakan

Rumus :Jumlah Sarana 
dan Prasarana Lembaga 
Kemasyarakatan yang 

Disediakan

Rumus : Jumlah 
Laporan Fasilitasi 
Pengembangan 
Usaha Ekonomi 

Masyarakat

Rumus : Jumlah 
Laporan Fasilitasi 

Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 

Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 

Penyusunan 
Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN

Jumlah 
Dokumen Hasil 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Jumlah 
Dokumen 

Penatausahaan 
dan 

Pengujian/Verifi
kasi Keuangan 

SKPD

Jumlah 
Dokumen 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi 
SKPD

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan 

Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran

Jumlah Unit 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Disiplin 
Pegawai

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan

Jumlah 
Dokumen 

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan 

Sistem 
Informasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen 
Monitoring, 

Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah 
Pegawai 

Pensiun yang 
Dipulangkan

Jumlah Laporan 
Hasil Pemulangan 

Pegawai yang 
Meninggal dalam 
Melaksanakan 

Tugas

Jumlah ASN 
yang 

dipindahtuga
skan

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Paket 
Komponen 

Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Paket 
Peralatan 

dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan

Jumlah 
Paket 

Peralatan 
Rumah 
Tangga 

yang 
Disediakan

Jumlah 
Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor 
yang 

Disediaka
n

Jumlah Paket 
Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

yang 
Disediakan

Jumlah 
Dokumen 

Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-

Undangan yang 
Disediakan

Jumlah Paket 
Bahan/Materi

al yang 
Disediakan

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada 
SKPD

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

Jumlah Unit 
Kendaraan 

Dinas 
Operasional 

atau 
Lapangan 

yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Alat Besar 

yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Alat Angkutan 

Darat Tak 
Bermotor 

yang 
Disediakan

Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 

yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Aset Tetap 

Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Unit Aset Tak 
Berwujud yang 

Disediakan

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan 
Pajaknya

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya

Jumlah Alat 
Besar yang 

Dipelihara dan 
dibayarkan 

Perizinannya

Jumlah Alat 
Angkutan Darat Tak 

Bermotor yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan 
Perizinannya

Jumlah Mebel 
yang Dipelihara

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Jumlah Aset 
Tetap Lainnya 

yang Dipelihara

Jumlah Aset 
Tak 

Berwujud 
yang 

Dipelihara

Jumlah 
Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Dir

ehabilitasi

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direh
abilitasi

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direhabili
tasi

Luas Tanah yang 
Dilakukan 

Pemeliharaan/Re
habilitasi

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

yang 
Disediakan

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa Peralatan 

dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum Kantor 

yang 
Disediakan

Jumlah 
Rencana 

Kebutuhan 
Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen 
Pengamanan 
Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Laporan 
Hasil Penilaian 

Barang Milik Daerah 
dan Hasil Koordinasi 

Penilaian Barang 
Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan 
Hasil Pembinaan, 

Pengawasan, 
dan 

Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 
Laporan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD

Jumlah 
Laporan 

Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pemanfaatan 
Barang Milik 

Daerah 
SKPD

Rumus : Jumlah dokumen perencanaan 
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja perangkat daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Rumus : Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri  dibandingkan dengan Jumlah semua desa di Kecamatan x 100%

Rumus : Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat
Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala

Jumlah SKP ASN
Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP

Rumus : Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai 
ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan

Jumlah pelayanan yang terfasilitasi

Rumus : Jumlah penambahan 
nilai aset

Rumus : Jumlah objek aset yang 
terkelola

Jumlah total nilai aset

Rumus : Jumlah jasa penunjang 
urusan pemerintah yang tersedia

Jumlah jasa penunjang 
perkantoran yang disediakan

Rumus : Jumlah dokumen administrasi 
barang milik daerah

Rumus : Jumlah laporan keuangan 
yang sesuai dengan perundang 

undangan
Rumus : Jumlah Laporan Koordinasi 

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan

Rumus :Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan

Rumus : Jumlah Dokumen Koordinasi 
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

Pelayanan Umum

Rumus : Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait 
pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang 

dilimpahkan
Rumus : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

Rumus : Jumlah laporan Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Rumus : Jumlah Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum tugas Forum 
Pimpinan Kecamatan

Rumus : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Rumus : Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa
Rumus : Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja perangkat daerah

Rumus : Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan = Jumlah nilai seluruh aspek penilaian sesuai instrumen PEKPPP Kecamatan
Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik = Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dibandingkan dengan Jumlah Sarana dan Prasarana x100%

Rumus : Persentase Partai Politik yang Aktif = Jumlah Partai Politik yang Aktif dibandingkan dengan Jumlah Partai Politik yang terdaftar x 100%
Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan = umlah Ormas yang Aktif dibandingkan dengan jumlah Ormas yang terdaftar x 100%

Rumus : Jumlah Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang Terselesaikan dibandingkan dengan Jumlah Permasalahan Keamanan dan Ketertiban 
yang dilaporkan/terjadi x 100%

Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti = Jumlah Rekomendasi LHE SAKIP yang Telah Ditindaklanjuti  dibandingkan dengan Jumlah seluruh rekomendasi LHE SAKIP
 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) = Nilai rata-rata persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan unit pelayanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti = Jumlah Temuan/Rekomendasi BPK yang Telah Ditindaklanjuti dibandingkan dengan Jumlah seluruh Temuan/Rekomendasi BPK x 100%

Terlaksananya Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan 
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 
Sarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan 
Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan 
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 
Terlaksananya Administrasi Barang 

Milik Daerah sesuai aturan

Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum di Kecamatan Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Rumus : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif = Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dibandingkan dengan Jumlah Seluruh 
Lembaga Kemasyarakatan yang Terdaftar x 100%

Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha = Jumlah UKM yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Usaha  dibandingkan dengan 
Jumlah UMKM yang terdata x 100%

SASARAN RPJMD

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum Meningkatkan Peran Serta Masyarakat  Desa dalam Proses Pembangunan Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Padang Pariaman maju dan Sejahtera

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas

TUJUAN CAMAT

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 

IK : Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan IK : Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Rumus : Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara dibandingkan dengan Jumlah  pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100% Rumus : Masyarakat yang hadir dan berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang diundang atau menjadi sasaran partisipasi x 100%

Rumus : Hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Inspektorat berdasarkan komponen dan bobot yang telah ditetapkan.

Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan 
perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang 

dilimpahkan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Pengadaan Barang Milik 
Daerah

Penunjang Urusan 
Pemerintah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan

Pemerintahan Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

Terlaksananya Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum Tugas Forum 
Pimpinan Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan 

pelaporan yang berkualitas baik

Tersedianya Laporan dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan 

Anggaran

Terlaksananya tertib administrasi  kepegawaian dan 
kesejahteraan pegawai

Terlaksananya tertib administrasi perkantoran

Terlaksananya Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non 
perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan

Sungai Gimba Ulakan, 19 September 2025

CASCADING KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Jumlah objek aset yang terkelola
Jumlah total nilai aset

Jumlah jasa penunjang urusan 
pemerintah yang tersedia
Jumlah jasa penunjang 

perkantoran yang disediakan

Jumlah dokumen administrasi barang 
milik daerah

Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan
Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik

Persentase Partai Politik yang Aktif
Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif
Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha

Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti 
 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti

Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan 
dan tepat waktu

Jumlah laporan keuangan yang sesuai 
dengan perundang undangan

Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat
Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala

Jumlah SKP ASN
Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP

Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai 
ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan

Jumlah pelayanan yang terfasilitasi

Jumlah penambahan nilai aset

Jumlah laporan Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Jumlah Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum tugas Forum 
Pimpinan Kecamatan

Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan 
Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan 
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum



HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS 

 

NO NAMA DOKUMEN HASIL PRAEVALUASI 

1. RPJMD Priode 2025 – 2029 

2. Renstra Priode 2025 – 2029  

3. Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029  

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025  

5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2026  

7. LKJiP Tahun 2025  

8. Rencana Aksi Tahun 2025  

9. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025  

10. Rencana Aksi Tahun 2026  

11. IKU Priode 2025-2029  

12. Renja Tahun 2025  

13. Renja Perubahan Tahun 2025  

14. Renja Tahun 2026  

15. Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai 
Triwulan 2 Tahun 2026 

 

16. Pedoman Teknis Perencanaan 2026  

17. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan 
Data Kinerja 2026 

 

18. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 
2026 

 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026  

20. Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025  

21. SOTK  

Catatan : 
  Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP 

 

Evaluator, 

 

 

(WAHYUNI, SE, FRMP ) 

 


